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Permasalahan dalam penelitian ini Desa Bandar Klippa dalam pengelolaan dana 

desanya mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes, target penggunaan dana desa yang belum terealisasi dengan 

baik pada tahun 2019 sehingga membuat kurang efisiennya  pengelolaan dana 

desa.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengukur kinerja keuangan desa 

Bandar Klippa berdasarkan metode value for money. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi berupa Laporan Realisasi 

APBDes desa Bandar Klippa selama 5 tahun terakhir dengan menggunkanan 

value for money sebagai Indikator Kinerja keuangan.Teknik analisisi data yang 

digunakan adalah deskriptif 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menujukkan bahwa pengelolaan dana desa 

yang ada  pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang sudah sesuai dengan Permendagri hanya saja adanya keterlambatan pada 

saat proses pelaporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati, setelah dilakukannya 

analisis menggunkan metode value for money untuk rasio ekonomis yang ada 

sudah termasuk kedalam kategori ekonomis, sedangkan rasio efesien masih 

berada dalam kategori tidak ekonomis karena belanja yang direalisasikan lebih 

besar dari pendapatan yang diterima dan untuk rasio efektivitas yang ada sudah 

termasuk kedalam kategori yang efektiv karena memiliki presentase 100% selama 

5 tahun ini menujukkan keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target yang 

telah direncanakan sebelumnya dalam pelaksanaan realisasi pendapatan . 
 

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Kinerja Keuangan 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MEASURING 

FINANCIAL PERFORMANCE IN BANDAR KLIPPA VILLAGE 

PERCUT SEI TUAN DISTRICT 

DELI SERDANG 
 

 
Zulham Afandi Saragi 

Accounting Study Program 
Email:Zulhamafandisaragi99@gmail.com 

 

The problem in this study is that Bandar Klippa Village in managing village funds 

experienced delays in submitting reports on the realization of the implementation 

of the APBDes, the target of using village funds that had not been realized 

properly in 2019 thus making the management of village funds less efficient. 
 

The purpose of this study was to determine and measure the financial 

performance of Bandar Klippa village based on the value for money method. Data 

collection techniques in this study were interviews and documentation in the form 

of Realization Reports of APBDes in Bandar Klippa village for the last 5 years by 

using value for money as financial performance indicators. The data analysis 

technique used was descriptive. 
 

The results of the research that have been carried out show that the management 

of village funds in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang 

Regency is in accordance with Permendagri, only that there is a delay in the 

reporting process of APBDes implementation to the Regent, after an analysis 

using the value for money method for the ratio The existing economy is included 

in the economic category, while the efficient ratio is still in the uneconomic 

category because the realized expenditure is greater than the income received and 

the existing effectiveness ratio is included in the effective category because it has 

a 100% percentage for 5 years. the success of the village government in achieving 

the previously planned targets in the implementation of income realization. 
 

Keywords: Village Fund Management, Financial Performanc 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  1.1 Latar Bekang Masalah 

 Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu desa. Perkembangan suatu desa yang baik dapat dilihat dari segi 

pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang sangat penting bagi 

perekembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya 

memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi 

juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun desa. 

 Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukkannya guna 

memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai  

pengelolaan dana desa  menjadi aspek  penting dan mendasar yang harus dimiliki 

kepala desa dan perangkat desa . Prinsip dasar  pengelolaan alokasi dana desa 

yang baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para 

pengelola. 

Bastian (2006), menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni 

laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi 

terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya 

dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas 

pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja 

(Wenny 2012). 

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Pasal 5 ayat 1 yang mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat
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hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan pemerintah daerah 

adalah subsistem pemerintahan Negara guna meningktakan efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Fathah 2017) 

 Dalam penetapan yang membahas tentang desa menetapkan keberadaan 

desa sebagai topik pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah 

yang memberikan tugas kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur 

semua urusan dan mengatur semua urusan pemerintahan serta membentuk upaya 

kemandirian dengan kemampuan yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut 

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa 

sendiri, untuk itu setiap desa diberikan dana melalui Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat relevan. 

 Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia 

memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan 

pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam melaksanakan 

tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa perangkat desa 

memiliki peran dan kewajiban untuk menyampaikan laporan yang khususnya 

disampaikan oleh kepala desa. Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi 

Pelaksanaan APBDes dimana disampaikan paling lambat minggu keempat bulan 

juli tahun anggaran berjalan. Dan Laporan ini harus di sampaikan tepat waktu 
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kepada pemerintah daerah agar tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam 

hal pelaporan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa. 

Tabel 1.1 

Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Bandar Klippa Tahun 2017 – 2021 

Tahun Anggaran 

Pendapatan 

Realisasi 

Pendapatan 

Anggaran 

Belanja 

Realisasi 

Belanja 

SILPA 

2017 1.984.582.000 1.984.582.000 2.098.974.198 1.950.801.253 148.172.945 

2018 2.158.249.767 2.161.160.734 2.306.422.712 2.185.010.925 124.322.754 

2019 1.818.785.709 1.034.872.475 1.940.259.996 1.081.998.893 52.932.084 

2020 1.919.021.735 1.924.628.164 1.971.953.819 1.946.660.800 30.909.084 

2021 2.037.121.000 2.039.148.330 2.067.889.391 2.030.919.107 38.997.614 

Sumber :  Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa 

Dari tabel diatas dapat diketahui Anggaran Dana Desa di desa Bandar 

Klippa tahun 2017-2021 memiliki SILPA yang cukup besar, dana desa yang 

begitu banyak tidak seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah desa. Belanja desa 

yang ada pada juga lebih besar dari pada anggaran yang dimiliki oleh desa 

sehingga pemerintah desa menggunakan SILPA tahun sebelumnya. SILPA yang 

ada pada desa Bandar Klippa tidak dimasukan kedalam pendapatan melainakan 

termasuk kedalam pembiayaan. Peningkatan dan penurunan anggaran akan 

berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan tidak semua 

dimanfaatkan oleh desa. Apabila pengelolaan dana desa efisien maka itu dapat 

dioptimalkan untuk membangun desa. Pemerintah wajib melakukan perencanaan 

dengan baik mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam 

penyelenggaran urusan wajib yang terbatas.  

Efektivitas dan Efisiensi kinerja keuangan desa ditentukan dari 

pengelolaan keuangan desa tersebut apabila pengelolaannya baik maka akan 

berdampak terhadap kinerja keuangannya. Efesiensi kinerja keuangan desa ini 
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dapat menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, sedangkan 

Efektivitas kinerja keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa 

dalam merealisasikan dan mengelola dana desa tersebut 

Namun pada pelaksanaanya ada beberapa fenomena yang terjadi dalam 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah desa seperti target 

penggunaan dana yang belum terealisasikan dengan baik, ini membuat kurang 

efektivnya pengelolaan dana desanya, seperti halnya pada tahun 2019 dalam 

penyampaian pelaporan APBDes terlambat disampaikan kepada Bupati/Walikota 

yang disebabkan sumber daya manusia yang kurang profesional dalam 

penyusunan laporan keuangan desa seperti terlambat memasukkan bukti – bukti 

atau dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan (Jatmiko,2014). 

Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian laporan pada pihak – 

pihak yang membutuhkan karena pihak yang membutuhkan laporan untuk 

menghadapi masalah – masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan 

pembuatan laporan yang bisa di usahakan secepat – cepatnya di buat dan 

disampaikan (Jatmiko,2014), dan hal ini juga sesuai dengan salah satu asas 

pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

yaitu tertib dan disiplin anggaran. 

Berdasarkan fenomena diatas di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa 

yang ada di Desa Bandar Klippa saat penyerahan laporan realisasi penggunaan 

dana desa yaitu saat penyampain laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 

mengalami keterlambatan. Yang mengakibatkan Bupati/Walikota dapat menunda 
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penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian realisasi penggunaan dana 

desa selesai (Indrawati,2017). 

Kantor Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi 

objek yang akan diteliti, mengenai pengelolaan dana desa terhadap kinerja 

keuangan. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berdampak 

terhadap kinerja keuangan karena semangkin baiknya pengelolaan dana desa yang 

ada maka semangkin transparan dan efisien dalam menekan laju pengeluarannya 

menjadikan kinerja keuangan dari desa Bandar Klippa bisa dikatakan ekonomis 

kinerja keuangannya. 

Berdasarkan dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil 

judul penelitian yaitu “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mengukur 

Kinerja Keuangan  Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang”. 

 1.2. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu “Terjadinya keterlambatan 

penyerahan Laporan Realisasi APBDes Bandar Klippa  pada Tahun 2019 dan 

pada tahun 2020 di karenakan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam 

menyusun laporan keuangan”. 

1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini “Bagaimana Pengelolaan 

Dana Desa Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Bandar Klippa ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan dari penelitian ini “Untuk mengetahui Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Bandar Klippa”. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai pihak lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan 

pemerintah desa 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam 

bangku perkuliahan serta menambah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana  

pengelolaan dana desa dalam menilai kinerja keuangan desa. 

b) Bagi Desa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk 

memperoleh gambaran desa dalam menentukan arah dan strategi pada saat 

mengelola dana desa untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah desa 

ditahun yang akan datang. 

c) Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat untuk para pembaca yang nantinya akan melakukan penelitian 

dibidang yang sama. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kinerja Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Kinerja Keuangan adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan/program/kebijaksanan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, 

misi,suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang 

menggunakan indikator keuangan.  Analisis kinerja keuangan pada dasarnya 

dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis 

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – 

potensi kinerja yang akan berlanjut (Bastian, 2010). 

 Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. 

Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan 

untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai 

kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam 

memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. 

 Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, 

pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan 

untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran, kedua untuk 

mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, yang ketiga untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

(Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N.:2018).  . 
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 Sedangkan menurut (Nordiawan dan Hertianti, 2010:158) Pengukuran 

Kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan 

kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. 

Anggaran merPengukuran kinerja ini sangat penting yang menilai 

akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang 

lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana 

uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (konsep 

Value For Money). Artinya, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakkan pemerintah 

harus berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan 

tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Halim, 

2013:128). 

Dari berbagai pengertian diatas mengenai pengukuran kinerja dapat 

disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja merupakan evaluasi atau penilaian 

terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi sector publik yang 

telah ditetapkan sebelumnya, yang nantinya dapat dijadikan acuan pencapaian 

pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang 

dilakukan oleh periode sebelumnya. 

2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Tujuan umum pengukuran kinerja adalah mendorong para pegawai agar 

bisa memenuhi target perusahaan dan mengikuti standar perilaku yang diputuskan 

sebelumnya. 

 Sedangkan Menurut (Mulyadi, 2010:35), tujuan pengukuran kinerja 

keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dan memenuhi standar perilaku 
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yang telah ditetapkan sebelumnya agar mendapatkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan: 

 Mahmudi (2010:14) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran 

kinerja pada organisasi sektor publik yaitu: 

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai 

3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment. 

5. Motivasi pengawai  

6. Menciptakan akuntabilitas 

2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah 

(Mardiasmo, 2009:122) adalah: 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kreatif 

untuk memperbaiki kinerja. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (Reward and 

punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 



10 
 

 
 

5. Sebagai alat komunikasi antara bahawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

 Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu 

pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, 

hal ini dapat meningkatkan efisiensi  dan efektivitas organisasi sektor publik. 

2. Ukuran kinjera sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan kinerja. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas 

publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

2.1.1.4.  Kelebihan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Menurut Mardiasmo (2010:122), Kelebihan dalam pengukuran kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja. 

2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

3. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pinjaman dalam rangka 

memperbaiki kinerja keuangan organisasi. 

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. 
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5. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

6. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan 

dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki 

kinerja. 

2.1.2  Dana Desa  

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa 

 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 

bagi desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya, untuk 

membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan 

kewenangan lokal skala desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat 

setiap tahunnya kepada pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan 

bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana desa akan  

terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No.6 Tahun 2004 (Hizkia, 

2018).  

 Tujuan dana desa sendiri yaitu lanjutan dari program bantuan desa tahun 

1969. Sejak adanya otonomi daerah dana desa dialokasikan melalui Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah instrumen penting yang 

menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan 

yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani, 2014). 

2.1.2.2. Konsep Dana Desa  

 Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), 

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang 
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dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Kementrian Keuangan, 

2020). 

 Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahapan yakni : 

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) 

ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD 

dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana 

desa ke RKUD dan syaratnya yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana 

desa dapatdicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi 

Pemerintah Daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ( DJPK) 

dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen  

a) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

besaran dana desa 

b) Peraturan Daerah mengenai dana desa 

c) Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya, pencaira dana desa dari 

RKUN ke RSUD ini dilakukan dua tahap yaitu 40% untuk pencairan tahap I 

yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 60% tahaap II pada setiap 

bulan september 

2. Setelah dana desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 

mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana 

diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib 
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menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Laporan Realisasi Dana 

Desa ke Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana 

desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandari dan demokratis. Dengan 

adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan 

desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

2.1.2.3.  Sumber Dana Desa 

 Nurmala Eka (2017:189) Pendapatan merupakan semua Penerimaan 

Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam 

periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan 

kembali oleh desa. Sedangkan rekeing desa sendiri adalah rekening tempat 

menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekekning pada bank yang 

ditetapkan. Ini artinya, jika menurut pengertian rekening desa, sekaligus 

menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh atau tidaknya desa 

mempunyai rekening lebih dari satu. Sudah jelas, bahwa dalam Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (20) yang menjadi pedoman pengelolaan 

keuangan desa. Desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja. 

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya Pasal 72  dikatakan 

bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian: 
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a) Pendapatan Asli Daerah 

b) Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 

c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota 

e) Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota 

f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

g) Pendapatan lain – lain yang sah 

 Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa 

yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan Desa dibagi atas kelompok : 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

a) Hasil dari usaha desa antara lain : Bumdes, tanah kas desa 

b) Hasil aset desa antara lain : Tambatan perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian 

Umum, dan jaringan irigasi 

c) Swadaya, Partisipasi serta gotong royong 

d) Pendapatan Asli Desa lain – lain 

2. Dana transfer 

a) Dana Desa  

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Wilayah Kabupaten/Kota dan Retribusi 

Daerah 

c) Alokasi Dana Desa  

d) Pendapatan lain- lain 

3. Pendapatan Lain – Lain 
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a) Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

2.1.2.4 Belanja Desa  

 Belanja Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja desa 

meliiputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 

dalam 1 (tahun) anggran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

desa. Merujuk pada pasal 74 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa. Disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan 

prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas 

pada kebutuhan primer, pelyanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaaan 

masyarakat desa semata. Melainkan boleh sesuai kebutuhan desa yang telah 

disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat. 

 Belanja Desa sebagaimana diartikan untuk meliuti semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang 

tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana 

diartikan dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaran kewenanagan 

desa. Belanja Desa terdiri atas : 

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa  

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

5. Bidang Belanja Tidak Terduga 
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  Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggran yang 

bersangkutan maupun pada tahun anggran yang berikutnya Pembiayaan desa 

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan 

menurut jenisnya: 

1. Sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa 

yang dipisahkan 

2. Pengeluaran penerimaan pembiayaan, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) tahun pembiayaan, yang terdiri atas Pembentukan Dana 

cadangan dan Penyertaan Modal Desa 

APBDes yaitu pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk 

memberikan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan desa pada 

masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa 

rencana – rencana program yang dibiayai dengan menggunakan uang desa ( 

Sujarweni, 2015). 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai laporan yang 

wajib dilaporkan oleh pemerintah desa antara lain : 

a)  Anggaran 

b)  Buku Kas 

c)  Buku Bank 

d) Buku Pajak 

e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Anggaran memiliki beberapa karakteristik antara lain : 

a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan 
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b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

tahun 

c) Anggaran berisi komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan 

d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusunan anggaran. 

e) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu 

2.1.2.5 Manfaat dan Tujuan Dana Desa 

 Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 

2022) adalah:  

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa  

2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa  

 Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana 

desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, 

mengangkat kemiskinan ,meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan 

perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa 

sebagai subyek pembaharuan.  

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki 

wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan 

infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah 

pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan.  

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-

desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya 
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dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran 

dilaksanakan secara adil dan merata.  

2. Memajukan SDM yang ada di desa  

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat 

setiap tahunnya, menuntut SDMyang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam 

mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi 

pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi 

juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (dosenppkn.com 

diakses tanggal 25 Maret 2022).  

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada 

dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan 

adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga 

ekonomi. 

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa 

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa 

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari 

perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang 

telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip 

terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh 

untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan 

di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada 
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bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (caro, 2015). 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa 

adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari 

APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan 

dipertanggungjawabkan penggunaannya. 

2.1.3.2 Prinsip Pengelolaan Dana Desa 

 Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam 

mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:  

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan 

serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan untuk masyarakat.  

2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.  

3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta 

terarah. 

4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah 

prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal 

mencukupi kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa dan aktivitas 

lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat 

musyawarah.  

5.   Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti 

mekanisme yang berlaku. 

Sementara itu menurut Ultafiah (2017) keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas ADD yaitu: 
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1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana 

yang bersumber dari APBN.  

2. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Undang undang Nomor I Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-

undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan 

anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya 

harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang. 

2.1.3.3 Tahapan Pengelolaan Dana Desa  

 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa adalah kesuluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegritas 

antara satu tahapan dengan tahapan lain. 

1. Perencanaan 

 Menurut (Sujarweni, 2015 : 18), Pemerintah desa menyusun perencanaan 

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun 
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untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

       Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah 

sebagai berikut : 

1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. 

Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa  

2. Rancagan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. 

3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut 

paling lama bulan oktober tahun berjalan. 

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama, 

kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui 

camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Racangan Peaturan 

Desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain. 

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 

20 hari lerja setelah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. 

Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil 

evaluasi maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya. 

6.  Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung 

sejak diterimnya hasil  evalausi. 

7.  Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
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perundang – undangan yang lebih tinggi, maka Kepala  Desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

8.  Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa tetap menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, 

Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan 

Bupati/Walikota. 

9.  Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDes tahun 

anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, Kepala Desa hanya dapat 

melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah 

desa. 

10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari 

kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 

peraturan desa yang dimaksud. 

2. Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul 

transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran 

desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening 

kas desa. Jika yang memiliki pelayanan perbankan di wilayah mereka 

pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan 

dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 

(Sujarweni, 2015:19). 

 Berikut beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa : 

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 
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2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

3. Pengaturan jumlah uang dalam bentuk kas desa ditetapkan dalam 4. peraturan 

Bupati/Walikota. 

4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDes idak dapat 

dilakukan sebelum Rancangan. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan 

menjadi Peraturan Desa. 

5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat 

mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan 

Kepala Desa. 

6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran 

Biaya yang telah disahkan Kepala Desa. 

7. Pengadaan Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 

8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disah kan oleh 

Kepala Desa. 

9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan 

buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan desa. 

 Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekertaris Desa kemudian Kepala Desa 

menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dan 

pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara. 
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 Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilaan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan. 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan 

oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, 

buku bank, serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara, 

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara 

desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun 

anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara 

adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes 

(Hamzah, 2015). 

 Bendahara Desa bertanggungjawab penuh atas keuangan melalui laporan 

pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

  Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban 

yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah : 

1. Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang 

menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, 

digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam 
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pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen 

transaksi 

2. Buku Kas Pembantu Pajak 

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 

3. Buku Bank 

Buku Bank digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan 

dan pengeluaran yang berhubugan dengan uang bank. 

4. Pelaporan 

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib : 

1. Menyampaikan Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa: 

2. Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDes, disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. 

3. Laporan semester akhir tahun, disampaikan pada akhir tahun. 

4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap 

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. 

5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa pada akhir masa 

jabatan kepada Bupati/Walikota. 

6. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintah Desa secara 

tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran. 

5. Pertanggungjawaban 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaksan pertanggungjawaban terdiri   

dari:  
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Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran. Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDes terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan 

dilampiri : 

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 

anggaran berkenaan. 

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan. 

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke  

Desa. 

4. Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana 

dimaksud diatas, disamapaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan. 

 Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip 

– prinsip berikut: 

1. Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan 

Desa tentan APBDes, serta dilaksanakan dan dievalusi secara terbuku dan 

melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. 

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, 

teknis dan hukum. 

3. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh 

masyarakat. 
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4. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan 

terkendali. 

2.1.3.4 Asas Pengelolaan Dana Desa 

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang 

baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggran dengan uraian sebagai berikut. 

1. Transaparan 

Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang – undangan. Transparansi adalah prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

Nordiawan (2006:35). 

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good 

Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan 

dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual 

damn faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk ( 

Mahmudi, 2013) 

Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan 

menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran.Menentukan 

tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan terkait.Mengetahui 
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hak dan kewajiban masing – masing pihak yaitu antara manajemen organisasi 

sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. 

2. Akuntabel 

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat 

yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas, 

(Sujarweni, 2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan 

suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban 

yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Akutabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis informatif dan transparan.  

Maka dari itu dapat diartikan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan  pelaksanaan  kebijakan yang telah dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Partisipatif 

Partisipasi adalah keterlibatan  masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung  maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya . Pertisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif 

(Renyowijoyo, 2008). 

4. Tertib dan Disiplin Anggaran 

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi 

dalam suatu organisasi laba diaman tingkat formalitas suatu budget tergantung 

besar kecilnya operasional perusahaan (Hanum Z, : 2011). Tertib dan disiplin 
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anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan 

pedoman yang melandasinya. 

2.1.4 Value For Money 

2.1.4.1 Pengertian Value for Money 

Menurut Mardiasmo (2009: 4) value fot money adalah konsep pengelolaan  

organisasi  sektor  publik yang  mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu 

ekonomis, efisiensi dan efektivitas. 

 Salah satu tuntutan hidup terhadap organisasi sektor publik adalah adanya 

perhatian terhadap value for money dalam aktivitas organisasi sector publik. 

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang 

mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas 

(Ritonga P, 2021:32). 

2.1.4.2 Tujuan Value for Money 

 Tujuan pelaksanaan value for money adalah, ekonomi; hemat yang guna 

dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas; berhasil guna mencapai tujuan dan 

sasaran. 

 Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money adalah : 

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tempat sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 



30 
 

 
 

5. Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai akar pelaksanaan 

akuntabilitas publik. 

2.1.4.3 Indikator Value for Money 

 Menurut Pandapotan R (2021:32) menyatakan bahwa indikator Value For   

Money adalah: 

1. Ekonomis 

2. Efisiensi 

3. Efektivitas 

 Berikut merupakan penjelasan dari indikator diatas sebagai berikut: 

1. Ekonomis 

 Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan dengan 

input value yang dinyatakan dalam satuan monete rekonomis terkait dengan 

sejauh mana organisasi sector public dapat meminimalisir input resources yang 

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 

produktif (Pandapotan R, 2021 : 32) . 

 Rumus rasio ekonomis daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai 

dengan Mamudi (2015) dapat digunakan rumus: 

    Rasio Ekonomis = 
���������	�����

��������	�����
�100%  

 Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio 

ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan 

formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomis. 
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Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Ekonomis Metode Value for Money 

Persentase Nilai Kenirja  Kriteria 

100% - Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Kurang Ekonomis 

Kurang dari 60% Tidak Ekonomis 

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 

2. Efisiensi 

 Pengertian efisiensi berhubungan dengan pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk 

mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang 

dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Pandapotan 

R, 2021:32). 

Rasio efisiensi dirumuskan dengan: 

  Rasio Efisiensi = 
���������	�����

���������	����������
�100%  

 Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio 

efisiensi dari perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula 

rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi. 
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Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value for Money 

Presentase Nilai Kinerja  Kriteria 

100% - Keatas Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisien 

60% - 80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 

3. Efektivitas  

 Pengertian efktivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan 

target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output (Pandapotan R, 2021:32). Semangkin besar kontribusi 

output  yang dihasilkan terhadap pencapain tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semangkin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah 

rasio Efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi 

pendapat dengan targetnya. Rasio Efektivitas di rumuskan dengan : 

 Rasio Efektivitas = = 
���������	����������

������		����������
�100% 

 Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan 

mengunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas. 
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Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian Efektivitas Value for Money 

  

 

 

 

 

 

 

            

      

     

 
 

           Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 

 

2.1.4.4 Manfaat  Value for Money  

  Penerapan konsep value for money dalam pengukuran kinerja keuangan 

pada pemerintahan tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri 

maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan value for 

money pada organisasi sektor  publik yaitu ekonomis dalam pengadaan dan 

alokasi dalam sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektif 

dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2009 :103). 

 Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi value for 

money adalah : 

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya 

penghambatan dalam penggunaan input.Alokasi belanja lebih berorientasi pada 

kepentingan publik.Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai alat 

Presentasi Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Sangat Efektiv 

90% - 100% Efektiv 

80% - 90% Cukup Efektiv 

60% - 80% Kurang Efektiv 

Kurang dari 60% Tidak Efektiv 
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pelaksanaan akuntabilitas publik. Dari berbagai manfaat yang disebutkan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan value for money dalam pengkuruan kinerja 

sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan 

pada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga tercipta mutu 

pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber dana ekonomis dan efisien. 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Bandar Klippa 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana penelitian ini 

juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat waktu dan 

pembahasan yang sedikit berbeda yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Jurnal/Judul Pendekatan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sri Kurnia  

(2016) 

Analisis Kinerja 

Keuangan Dengan 

Menggunakan 

Metode Value For 

Money Pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 

Daerah Kota 

Palembang 

 

 

 

 

 

 

Deskriptif 

Hasil dari penelitian 

ini tingkat ekonomis 

yang ada dikatakan 

ekonomis karena 

rasio berada antara 

90%-100%, tingkat 

efisiensi untuk 

tahun 2012-2014 

dikatakan kurang 

efisien sedangkan 

tingkat untuk 

efektivitasnya 

dikategorikan 

sangat efektiv 

dikarenkan rasio 

efektivitasnya 

berada pada 90%-

100%. 
2 Wahyudi (2021) 

 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pengelolaan Alokasi 

 

 

 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kinerja 
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Dana Desa 

Berdasarkan Rasio 

Pertumbuhan Dan 

Rasio Efektivitas 

Pada Kantor Desa 

Salohe Kabupaten 

Sinjai. 

 

 

Kuantitatif 

keuangan 

pengelolaan alokasi 

dana desa kantor 

desa salohe 

kabupaten sinjai 

dari tahun 2017-

2020 sudah dapat 

dikatakan baik. 

3 Nurlayli 

Maghfiroh (2020) 

Analisis Penerapan 

Pengukuran Value 

For Money Pada 

APBDes Dalam 

Menilai Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Desa 

Parengan Kabupaten 

Mojokerto. 

Deskriptif Hasil peneliitian 

menunjukkan 

bahwa kinerja 

keuangan 

pemerintah desa 

parengan dari segi 

ekonomis sudah 

termasuk kedalam 

kategori ekonomis 

karena berada pada 

presentase 100%, 

namun dalam rasio 

efisiensi termasuk 

kedalam kategori 

yang tidak efisien 

sedangkan untuk 

rasio efektivitas 

pada desa ini sudah 

termasuk kedalam 

kategori efektiv. 

4 Debby Tsmara 

Enre (2020) 

Analisis Value For 

Money Anggaran 

Pendapatan Pada 

Pemerintah Kota 

Medan. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil Penelitian ini 

menujukkan bahwa 

kinerja keuangan 

pemerintah kota 

medan berdasarkan 

rasio value for 

money belum 

tergolong baik 

karena realisasi 

program yang 

diukur dari tingkat 

rasio value for 

money selama tahun 

2014-2018 

mengalami 

penurunan setiap 

tahunnya. 

5 Rizky Putra Analisis Pengukuran Kualitatif .Hasil penelitian ini 



36 
 

 
 

Hutagalung 

(2021) 

Kinerja 

Menggunakan 

Metode Value For 

Money Pada Dinas 

Lingkungan Hidup 

Kota Medan 

menujukkan bahwa 

kinerja keuangan 

dinas lingkungan 

hidup kota medan 

berdasarkan hasil 

analisis 

menggunakan 

metode value for 

money rasio 

ekonomisnya dalam 

kondisi tidak baik 

begitu jugak rasio 

efisiensi dan 

efektivitasnya yang 

belum tepat guna 

dan masih banyak 

yg belum 

terealisasikan. 
 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Desa Bandar Klippa merupakan salah satu desa di Kabupaten Deli serdang 

yang memperoleh dana desa yang cukup besar. Untuk mengetahui pengelolaan 

dana desa terhadap kinerja keuangan pada desa Bandar Klippa baik dari 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan sampai dengan 

pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri karena semangkin baiknya 

pengelolaan dana desa yang ada maka akan semangkin transparan, efisien dan 

efektiv dalam menekan laju pengeluarannya menjadikan kinerja keuangan desa 

Bandar Klippa bisa dikatakan ekonomis kinerja keuangannya. 

Untuk mempermudah kegiatan penelitian serta memperjelas akar 

dari penelitian yang akan dilakukan, digambarkan suatu kerangka konsep 

atau pemikiran secara skematis. Adapun hasil perhitungan rasio ekonomis, 

efisiensi dan efektivitas dapat menggambarkan kinerja keuangan pada Desa 
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Bandar Klippa diukur menggunakan value for money dalam pendapatan dan 

belanja desa yang dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari 

Laporan Realisasi Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

tahun 2017-2021.  

 Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat angka ataupun statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi, data kuantitatif merupakan data 

yang lebih cenderung dapat dianalisis dengan cara menghitung rasio dari data 

APBDes. 

3.2  Defenisi Variabel Operasional 

 

 Definisi operasional variabel penelitian menurut (Sugiyono, 2017) 

Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal  

tersebut, kemudian di tarik kesimpulanya. Operasional variabel ini sangat 

diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari varibel – variabel yang 

terkait dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:
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3.2.1 Kinerja Keuangan  

  Kinerja keuangan adalah gambaran pelaksanaan/program/kebijaksanan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi,suatu organisasi. Kinerja keuangan 

adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.  Analisis 

kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu 

dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang 

mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut 

(Bastian, 2010). 

a) Rasio Ekonomis adalah pengukuran tingkat kehematan dari pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi public, dimana pengukuran 

tersebut memerlukan data anggaran dan realisasinya. Menurut Mahmudi 

(2015:111) secara matimatis pengukurun ekonomis dapat dilakuka dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

    Rasio Ekonomis = 
���������	�����

��������	�����
�100%  

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Ekonomis Metode Value for Money 

Persentase Nilai Kenirja  Kriteria 

100% - Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Kurang Ekonomis 

Kurang dari 60% Tidak Ekonomis 

   Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 
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b) Rasio Efisiensi adalah pengukuran kinerja yang dihitung berdasarkan 

presentasi biaya yang dikeluarkan dibagi dengan realisasi penerimaan 

yang diperoleh.  Menurut Mahmudi (2015:111) tingkat efisiensi diukur 

dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan pendapatan yang 

dihasilkan sebagai berikut: 

  Rasio Efisiensi = 
���������	�����

���������	����������
�100%  

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value for Money 

Presentase Nilai Kinerja  Kriteria 

100% - Keatas Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisien 

60% - 80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

    Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 

c) Rasio Efektivitas adalah kemampuan organisasi sektor publik dalam menilai 

kinerja realisasi pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan sudah 

dianggarkan. Menurut Mahmudi (2015:111) tingkat efektivitas diukur dengan 

cara membandingkan realisasi fisik/non fisik dengan target realisasi fisik 

yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Efektivitas Value for Money 
 

Presentasi Nilai Kinerja Kriteria 

100% - Keatas Sangat Efektiv 

90% - 100% Efektiv 

80% - 90% Cukup Efektiv 

60% - 80% Kurang Efektiv 

Kurang dari 60% Tidak Efektiv 

Sumber : Kepmendagri No.m690.900-327 Tahun 1996 

3.2.2 Pengelolaan Dana Desa (X) 

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari 

perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang 

telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip 

terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh 

untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan 

di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) 

menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN 

(dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja 

pegawai. 
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Tabel 3.4 

Indikator Pengelolaan Dana Desa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 3.5 

Defenisi Operasional 

Nama 

Variabel 

Defenisi Indikator  Kriteria/Ukura

n 

Skala 

pengukuran 

 

 

Pengelolaan 

Dana Desa  

Pengelolaan 

keuangan desa 

adalah keseluruhan 

kegiatan yang 

meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan,penata

usahaan,pelaporan, 

dan 

pertanggungjawab

an keuangan desa. 

Anggaran 

Pendapatan 

Belanja Negara 

 

 

 

 

 Perencanaan 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

Pelaporan 

Pertanggung 

jawbana 

 

 

 

 

 

Kualitatif 

 

 

 

 

 

Kualitatif 

No Indikator Pnegelolaan Dana Desa 

1 Perencanaan 

2 Pelaksanaan  

3 Penatausahaan 

4 Pelaporan 

5 Pertanggungjawaban 
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(APBN) 

dialokasikan pada 

bagian anggaran 

kementerian/lemba

ga dan disalurkan 

melalui Satuan 

Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) 

Kabupaten/Kota 

(caro, 2015) 

 

 

 

Kinerja 

Keuangan  

Kinerja Keuangan 

adalah gambaran 

pencapaian 

pelaksanaan/progra

m/kebijaksanan 

dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, 

visi, misi,suatu 

organisasi. Kinerja 

keuangan adalah 

suatu ukuran 

kinerja yang 

menggunakan 

indikator keuangan.  

Analisis kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomis 

Efektivitas 

Efisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 



44 
 

 
 

keuangan pada 

dasarnya dilakukan 

untuk menilai 

kinerja dimasa lalu 

dengan melakukan 

berbagai analisis 

sehingga diperoleh 

posisi keuangan 

yang mewakili 

realitas entitas dan 

potensi – potensi 

kinerja yang akan 

berlanjut (Bastian, 

2010). 

 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat Penelitian 

  Tempat  penelitian  ini adalah  di Kantor Desa Bandar Klippa Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

3.3.2. Waktu Penelitian  

 Penelitian ini direncanakan dimulai dari bulan Februari 2022 sampai 

dengan selesai dapat dilihat pada tabel: 
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Gambar 3.1 

Waktu Penelitian 

 
3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012, hal 115) populasi adalah wilayah generalisasi 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi adalah obyek/subyek yang  mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Dalam  penelitian  ini populasinya adalah semua perangkat desa 

Bandar Klippa yang berjumlah 7 orang.  

3.4.1 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel ini 

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel artinya 

mengangkat  kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. 
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Arikunto (2017:174) mengatakan bahwa “apabila subyeknya kurang dari seratus, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika 

jumlah subyek besar, dapat diambil 10- 15% atau 15-25% atau lebih. Berdasarkan 

definisi diatas maka penulis mengambil jumlah sampel seluruh Perangkat Desa 

Bandar Klippa sebanyak 7 responden. 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

3.5.1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif, dimana data kuntitatif  berupa data yang dihitung atau diolah dari data 

laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  pada desa Bandar Klippa Tahun 2017-

2021. 

3.5.2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu sumber data 

sekunder dan  primer.  Data sekunder pada penelitian ini berupa data hasil 

dokumentasi atas laporan pelaksanaan APBDes tahun 2017-2021 pada desa 

Bandar Klippa. 

 Sedangkan data primer pada penelitin ini merupakan yang diperoleh 

dengan cara melakukan observasi langsung ditempat penelitian guna 

mengumpulkan informasi pendukung untuk peenlitian ini. Data ini berupa 

wawancara yang dilakukan kepada perangkat desa Bandar Klippa. 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Wawancara 

 Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan  penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan  informan atau dengan orang yang sedang diwawancarai (Bungin 2007). 

 Dalam wawancara ini peneliti membuat beberapa pertanyaan yang akan 

dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. 

3.6.2. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Arikunto (2017:201) adalah peneliti menyelidiki benda - 

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam pengertian yang luas, dokumen bukan 

hanya yang berwujud tertulis, tetapi berupa benda-benda peninggalan seperti 

simbol-simbol. 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif, yaitu  suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan 

data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan 

gambaran  yang  jelas  mengenai masalah yang diteliti tahapan - tahapanya adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data – data dari tempat penelitian. 

2. Mencari teori yang mendukung anailisis penelitian 

3. Menganlisis data yang ada dengan menggunakan metode value for money 

4. Menganalisis tingkat rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas 

5. Menarik Kesimpulan dan saran 
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BAB  4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Deksripsi Data 

4.1.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Desa Bandar Klippa termasuk dalam satu kesatuan dari kampong tembung 

dan setelah dibukanya Perkebunan Tembakau oleh pihak Kolonial Belanda, maka 

dididrikan satu stasiun Kereta Api sebagai sarana transportasi mengangkut hasil 

Perkebunanan dengan nama Stasiun Kereta Api “Bandar Chalifah”, nama tersebut 

masih dipergunakan oleh pihak Kereta Api di Sumatera Utara. 

  Melihat luasnya kampong Tembung pada saat itu, maka pada tahun 1952 

setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, kampung Tembung dimekarkan 

menjadi kampung disalah satunya adalah kampung Bandar Klippa “Kebun”, satu 

tahun kemudian tepatnya tanggal 01 Januari 1953 Kampung Bandar Klippa telah 

mempunyai Pemerintahan Sendiri (Kepala Kampung).  

 Desa Bandar Klippa pada saat ini adalah Desa Penyanggah Kota Medan 

berada di Km 7 dari pusat Pemerintahan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara 

sementara Pusat pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan berada didalam 

wilayah Desa Bandar Klippa.  

 Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program- program kerja pada 

bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Bandar 

84 Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, kami terus berpacu dan berupaya 

semaksimal mungkin guna dapat menjalankan roda pemerintahan Desa 
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sebagaimana yang ditetapkan didalam peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dibidang 

Pemnerintahan, Pembangunan dan Kemasyarkatan didukung oleh Perangkat 

Desa, Lembaga-lembaga Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Agama, pemuda serta 

unsur-unsur masyarakat lainnya. 

4.1.2. Pengelolaan Dana Desa Pada Bandar Klippa 

 Dalam pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Bandar Klippa dalam 

mengelola dana desa melalui beberapa tahapan sesuai dengan Permendagri 

tentang pengelolaan dana desa dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari 

perencanaan, penyusunan, penetapan APBDes, pelaksanaan dan pelaporan. 

 Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen 

desa mengenai pengelolaan dana desa pada tahun 2017 sampai dengan 2021 maka 

banyak ditemukan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari dana desa 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didomuinasi oleh kegiatan posyandu, 

posbindu pada setiap tahunnya. 

 Jika beracuan kepada konsep sharite enterprise thory apa yang telah 

dikerjakan oleh pemerintah desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang guna melaksanakan amanah dari pengelolaan dan 

penggunaaan dana desa. Desa Bandar Klippa memprioritaskan pengunaan, dana 

desa untuk melakukan pembangunan yang tepat dan guna sasaran sehingga bisa 

bermanfaat banyak bagi warga desa Bandar Klippa. Adapun tujuan pelaksanaan 

kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan persiapan 
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generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya. Namun jika dilihat dari 

pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa dikritis masih dirasa kurang 

dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan 

pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih 

memerlukan perbaikan, dan perlibatan, masyarakat desa yang perluas lagi 

cakupannya. 

 Berkaitan dengan ini pengelolaan dana desa yang diberikan oleh 

pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dikelola 

dengan penuh tangungjawab oleh setiap desa yang menerimannya untuk 

mewujudkan keadilan social yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa 

seperti yang dicita-citakan segenap bangsa Indonesia. 

 Dalam konsep encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses dengan dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu 

diselenggarakan dan diawasi. Pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang 

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

4.2.1.1. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar   

    Klippa 

 Dalam proses perencanaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekertaris desa menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan  

selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara 

bersama Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa dalam jangka waktu paling 
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lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut lalu dibahas dan 

disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama 

selanjutnya Kepala Desa menyampaikan hasil rancangan tersebut kepada Bupati 

melalui Camat Percut Sei Tuan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 

hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Jika 

hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila 

Kepala Desa tidak melakukan perbaikan hasil evalusai tersebut, dan akan 

ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan desa 

maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati 

sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. 

 Hal ini sesuai dengan perwujudan yang telah dilakukan oleh Desa Bandar 

Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan 

pengelolaan dana desa jika kita lihat dari penerapan prinsip perencanaan yang 

dilakukan oleh perangkat desa dalam hal pembangunan yang dibuat didalam 

Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) setelah itu dimuat kedalam Rencana 

Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes). 

 Dengan demikian Desa Bandar Klippa sudah melakukan proses pengelolaan 

dana desa sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang partisipatif yang 

terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa 

setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat 
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dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa, dan peraturan tersebut telah diterapkan di Desa Bandar Klippa 

dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang arah 

penggunaan dana desa Bandar Klippa melalui adanya musywarah dusun, 

musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, hal ini juga 

terlihat pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 80 ayat 1 

bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut 

sertakan masyarakat desa. 

4.2.1.2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar  

  Klippa 

 Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa adalah proses pengimplementasian 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan diantaranya 

adalah pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran yang hanya dilakukan 

melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ada pada 

Desa Bandar Klippa dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk 

peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa 

Bandar Klippa berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan. 

  Bendahara Desa Bandar Klippa melakukan pembayaran berdasarkan RAB 

yang telah diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa 

berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana yang dimaksud pelaksanaan 

kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai bukti 

dokumen antara lain Renacana Anggaran Biaya dan pelaksanaan kegiatan 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, setelah 
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kepala desa menyetujuinya maka bendahara melakukan pembayaran dan 

pembayaran telah dilakukan akan dicatat oleh bendahara. 

 Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan 

pengelolaan dana desa, ada proses pelaksanaan kegiatan yang mengajukan 

pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan RAB ( 

Rencana Anggaran Biaya) kemudian diverifikasi oleh sekertaris desa dan 

disahkan oleh kepala desa dan kemudian pelaksana kegiatan mengajukan SPP 

(Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kepala Desa. Proses selanjutnya yang 

dilakukan bendahara adalah melakukan pembayaran, setelah pembayaran selesai 

dilakukan bendahara akaan, mencatat atas pembayaran yang telah dilakukan. 

 Dari mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

Desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

dimana proses pelaksanaan yang dilakukan di desa sama dengan proses 

pelaksanaan yang terdapat dalam Permendagri, dengan demikian dapat dikatan 

proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

4.2.1.3. Proses Penatasausahaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar      

    Klippa. 

 Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang 

khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan oleh perangakat desa yang berperan dalam penatausahaan dana 

desa. Bendahara desa melakukan penatausahaan dimana bendahara melakukan 

pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan 
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pengeluaran kas desa serta melakukan tutup buku setiap tahap pertama habis 

dikarenakan dana desa turunnya bertahap. 

 Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa harus dilakukan dengan 

cara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. 

Hasil penatausahaan yang telah dilakukan adalah laporan yang digunakan untuk 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa nantinya. Namun karena lemahnya 

sumber daya manusia yang dintandai tidak adanya lulusan ekonomi sehingga 

mengalami kesulitan ditambah lagi dalam penginputan keuangan desa sudah 

menggunakan SISKUEDES sehingga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan 

dalam penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. 

 Penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang dilakukan 

oleh bendahara desa Bandar Klippa dengan menggunakan buku kas, buku pajak 

dan buku bank semua penerimaan maupun yang bersifat tunai dibuat dengan bukti 

transaksi berupa kwitansi dan dicatat dalam buku kas. Kwitansi merupakan bukti 

transaksi yang diterima oleh sipenerima uang. Untuk penerimaan dan pengeluaran 

yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak 

yang tersedia. Sementara buku bank dibuat oleh bendahara desa mengetahui 

jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank. 

 Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat 

mekanisme pengelolaan dana desa sebagai berikut: 

a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa  

b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 
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c. Bendahara Desa wajib melakukan pertanggungjawaban disampaikan setiap 

bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, 

buku kas pembantu pajak, dan buku Bank. 

 Berdasarkan mekanisme penatausahaan diatas desa Bandar Klippa sudah 

melakukan proses penatausahaan pengelolaan dana desa sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 walaupun pada awal penyusunan perangkat 

desa mengalami kesulitan dalam penyusunana Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes, sehingga dapat dikatakan dalam proses penatausahaan pengelolaan dana 

desa sudah sesuai dan pada proses tutup buku bendahara desa belum bisa 

melakukannya setiap akhir bulan dikarenakan dana desa Bandar Klippa turunnya 

bertahap sehingga tutup buku dilakukan setiap selesainya tahap semerter pertama 

dana semester akhir. 

4.2.1.4. Proses Pelaporan  Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa 

 Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal 

hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode 

tertentu sebagai pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang 

diberikan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada 

perangkat desa yang ada pada Desa Bandar Klippa, pada proses pelaporan 

terhadap pengelolaan dana desa ini Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa kepada Bupati berupa laporan 

semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama 

paling lambat dilakukan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk laporan 
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semester akhir tahun dilakukan paling lambat pada akhir bulan januari tahun 

berjalan.  

 Pada proses pelaporan pengelolaan dana desa Bandar Klippa, perangkat 

desa telah berupaya melaksanakan proses pelaporannya sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.  Namun pada saat pelaksanaan pelaporan 

pengelolaan dana desa pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan, 

keterlambatan ini dikarenakan terlambatnya perangkat desa untuk melengkapi 

bukti-bukti atau dokumen yang diwajibkan pada saat pelaporan sehingga 

sekertaris desa terlambat melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti atau dokumen 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini. Dampak dari keterlambatan 

tersebut bendahara desa terlambat menyusun realisasi pelaksanaan APBDes  dan 

kepala desa terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Camat 

Percut Sei Tuan. 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 seharusnya dalam 

proses pelaporan penggunaan dana desa disampaikan tepat waktu sesuai dengan 

asas pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib 

dan disiplin anggaran. Akibat yang disebabkan karena desa terlambat 

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa Bupati dapat 

menunda penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian realisasi penggunaan 

dana desa selesai. 

4.2.1.5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Pada Desa   

   Bandar Klippa 

 Pada proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada desa Bandar 

Klippa sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala desa, dalam 
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penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala desa sendiri yang 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan 

pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada saat musyawarah 

desa karena didalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa wajib untuk 

melampirkan peraturan desa terkait penggunaan APBDes dan paling lambat 

disampaikan satu bulan setelah anggaran tahun berjalan. 

 Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Bandar Klippa sudah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena didalamnya terdapat 

aturan bahwa kepala desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat, namun terkadang 

juga diwakilkan oleh sekertaris desa atau bendahara desa pada saat kepala desa 

berhalangan untuk menyampaikannya diakrenakan ada tugas lain yang harus 

diselesaikan. Penyampaian laporan harus sesuai dengan yang ditetapkan pada 

peraturan desa dan harus melampirkan berupa format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan format laporan 

kekayaan milik desa per 31 desmber tahun anggaran berkenaan. Program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa. 

 Dengan demikian proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada 

desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

4.1.3.  Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa  

 Kinerja keuangan ini merupakan gambaran kondisi keuangan yang terjadi 

pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpiunan dana sampai 
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dengan penyalurannya yang diukur dengan indicator, dalam hal ini indikator yang 

digunakan menggunakan metode value for money yang dihitung melalui rasio 

ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas untuk mengetahui kinerja keuangan 

yang ada. 

 Dapat dilihat dari tabel dibawah merupakan jumlah APBDes yangada pada 

Desa Bandar Klippa selama 1 periode dari tahun 2017-2021. 

Tabel 4.1 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bandar Klippa Tahun 2017-2021 

Tahun Anggaran 
Pendapatan 

Realisasi 
Pendapatan 

Anggaran Belanja  Realisasi Belanja 

2017 1.984.582.000,00 1.984.582.000,00 2.098.974.198,00 1.950.801.253,00 

2018 2.158.249.767,00 2.161.160.734,00 2.306.422.712,00 2.185.010.925,00 

2019 1.818.785.709,00 1.804.872.475,00 1.940.259.996,00 1.801.998.893,00 

2020 1.919.021.735,00 1.924.628.164,00 1.971.953.819,00 1.946.660.800,00 

2021 2.037.121.000,00 2.039.148.330,00 2.067.889.391,00 2.030.919.107,00 

Sumber: APBDes Bandar Klippa 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat Anggaran Pendapatan dan Belanja desa 

cukup besar dan tidak semua dana  yang ada terealisasikan bahkan terdapat 

belanja desa yang lebih besar dari anggaran pendapatan yang ada, ini dikarenakan 

SILPA yang ada pada tahun sebelumnya tidak dimasukkan atau ditambahkan 

kedalam pendapatan desa melainkan diletakkan pada akun pembiayaan. Dalam 

pelaksanaan realisasi ini pemerintah desa juga terkadang memiliki hambatan 

seperti pada saat dilaksanakannya pembangunan drainase tetapi warga yang 

memiliki tanah tersebut tidak mengizinkan sehingga dana yang sudah dianggarkan 

tidak terealisasi yang telah direncanakan sebelumnya. 
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4.1.3.1. Rasio Ekonomis Pada Desa Bandar Klippa 

 Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya 

(Input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (Spending Less) atau harga 

yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan 

input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. 

 Mahsun (2006) berpendapat bahwa ekonomi berarti hasil yang baik cara 

menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak, agar diperoleh hasil yang 

baik. Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan oerganisasi sector public, dimana pengukuran 

tersebut memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Rasio 

Ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi biaya yang digunakan dengan 

anggaran biaya yang digunakan,dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Rasio Ekonomis = 
���������	�����

��������	�����
�100% 

Tahun 2017  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

               = 92,94% 

Tahun 2018  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

               =  94,73% 

Tahun 2019  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

              =  76,72% 

Tahun 2020 = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

              = 98,71% 

Tahun 2021 = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

                       =  98,21% 
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Tabel 4.2 

Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa 

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Rasio Ekonomis Kategori 

2017 2.098.974.198,00 1.950.801.253,00 92,94% Ekonomis 

2018 2.306.422.712,00 2.185.010.925,00 94,73%  Ekonomis 

2019 1.940.259.996,00 1.801.998.893,00 76,72 % Kurang Ekonomis 

2020 1.971.953.819,00 1.946.660.800,00 98,71 %  Ekonomis 

2021 2.067.889.391,00 2.030.919.107,00 98,21 % Ekonomis 

Sumber : APBDes Bandar Klippa (data diolah 2022) 

4.1.3.2.Rasio Efisiensi Pada Desa Bandar Klippa 

  Rasio Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Kegiatan operasional yang 

dilakukan bisa dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai sesuai  

target yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang 

seminimum mungkin. 

  Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat 

dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak 

lebih dari 100%. Semangkin kecil rasio efisiensi maka semangkin baik rasio 

efisiensi dari kinerja keuangan Desa tersebut. 

Rasio Efisiensi ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

       Rasio Efisiensi = 
���������	�����

���������	����������
�100% 

 Tahun 2017  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

               = 98,29 % 

    Tahun 2018 = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

               = 106 % 

Tahun 2019 = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

                = 100 % 
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Tahun 2020 = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

                = 102 % 

Tahun 2021 = 
�.���.���.���.��

�.���.���.���,��
�100% 

                = 101 % 
 

Tabel 4.3 

Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa 

Tahun  Realisasi Belanja  Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi Kategori 

2017 1.950.801.253,00 1.984.582.000,00 98,29% Kurang Efisiensi 

2018 2.306.422.712,00 2.161.160.734,00 106% Tidak Efisiensi 

2019 1.804.872.475,00 1.818.872.475,00 100% Kurang Efisiensi 

2020 1.971.953.819,00 1.924.628.164,00 102 % Tidak Efisiensi 

2021 2.067.889.391,00 2.039.148.330,00 101 % Tidak Efisiensi 

Sumber : APBDes Bandar Klippa (data diolah 2022) 

4.1.3.3. Rasio Efektivitas Pada Desa Bandar Klippa 

 Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari 

dampak dari output program dalam mencapai tujuan program. Semangkin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditemukan, maka semangkin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

 Kinerja keuangan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat 

dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 

100%. Semangkin tinggi nilai rasio yang dihasilkan maka semangkin baik 

efektivitas kinerja keuangan Desa Bandar Klippa. 

Rasio Efektivitas = 
���������	����������

������		����������
�100% 

     Tahun 2017  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

          = 100% 

    Tahun 2018  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 
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          = 100 % 

     Tahun 2019  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

         =  99,23% 

    Tahun 2020 = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

         =  100 % 

  Tahun 2021  = 
�.���.���.���,��

�.���.���.���,��
�100% 

       =  100 % 

Tabel 4.4 

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa 

Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Rasio Efektivitas Kategori 

2017 1.984.582.000,00 1.984.582.000,00 100% Efektiv 

2018 2.161.160.734,00 2.158.249.767,00 100%  Efektiv 

2019 1.801.872.475,00 1.818.785.709,00 99,23 % Efektiv 

2020 1.924.628.164,00 1.919.021.735,00 100 % Efektiv 

2021 2.039.148.330,00 2.037.121.000,00 100 % Efektiv 

Sumber : APBDes Bandar Klippa (data diolah 2022) 

 Berdasarkan tabel 4.6 rasio efektivitas kinerja keuangan desa Bandar 

Klippa selama 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 

2021, untuk tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 100%, yang termasuk dalam 

kategori efektiv karena berada pada 100%,  sedangkan untuk tahun 2018 rasio 

efektivitas masih konsisten yaitu sebesar 100 karena berada di 100%, untuk tahun 

2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,23%, tetapi masih dikategorikan efektif 

karena berada diantar 90%-100%, untuk tahun 2020 terjadi peningkatan yang 

signifikan menjadi sebesar 100% , yang termasuk kedalam kategori efektiv karena 

berada diantara 90% dan 100%, untuk tahun 2021 rasio efektiv masih 
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mempertahankan kefefektivannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam 

kategori efektiv karena berada diantara 90% dan 100%. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Analisis Data Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa 

1. Rasio Ekonomis  

 Dilihat dari tabel 4.4, pada rasio ekonomis kinerja keuangan Desa Bandar 

Klippa yang diukur selama 5 tahun terakhir, dimana untuk rasio ekonomis pada 

tahun 2017 sebesar 92,94%,  yang termasuk dalam kategori ekonomis karena 

berada diantara 100%, begitu juga untuk tahun  2018 rasio ekonomis terjadi 

peningktan sebesar 94,73%,  yang masih termasuk dalam kategori ekonomis 

karena yaitu berada diantara 100% - keatas, untuk tahun 2019 sebesar 76,72%,  

yang lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya dan termasuk kedalam kategori kurang 

ekonomis karena berada pada 60%-80%,  pada tahun 2020 rasio ekonomis terjadi 

peningkatan menjadi sebesar 98,71%,  yang termasuk kategori  ekonomis karena 

berada diantara 100% keatas, untuk tahun 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar 

98,21% , yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% 

dan 100%. 

 Untuk anggaran belanja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah 

termasuk kedalam kategori ekonomis namun pada tahun 2019 terjadi penurunan 

sehingga termasuk kedalam kategori yang kurang ekonomis karena berada pada  

 Perkembangan rasio ekonomis pada desa Bandar Klippa bisa dilihat pada 

grafik dibawah ini: 

 

 



 

 

 Rasio ekonomis pada desa Bandar Klippa 

dengan 2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah 

belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui 

seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan 

oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode 

tertentu. 

 Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan 

secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semangkin 

besar presentase ekonomis maka 

(Mahsun, 2016). Dan rasio ekonomis yang ada pada desa Bandar Klippa sudah 

dapat dikategorikan ekonomis rasio keuangannya.

2. Rasio Efisiensi 

 Berdasarkan tabel 4.5, untuk belanja Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 pada tahun 2017 sebesar 

kategori  kurang efisien karena  berada di

92,94%

2017

 

Gambar Grafik 4.1 

Rasio Ekonomis 

Rasio ekonomis pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai 

mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah 

belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui 

seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan 

h pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode 

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan 

secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semangkin 

besar presentase ekonomis maka kinerja keuangan maka akan semangkin baik 

(Mahsun, 2016). Dan rasio ekonomis yang ada pada desa Bandar Klippa sudah 

dapat dikategorikan ekonomis rasio keuangannya. 

Berdasarkan tabel 4.5, untuk belanja Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 

n 2021 pada tahun 2017 sebesar 98,29% yang termasuk dalam 

efisien karena  berada dibawah 100%,  untuk tahun 2018 rasio 

94,73%

76,72%

99%

2018 2019 2020

Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis

64 

 

hun 2017 sampai 

mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah 

belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui 

seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan 

h pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode 

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan 

secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semangkin 

maka akan semangkin baik 

(Mahsun, 2016). Dan rasio ekonomis yang ada pada desa Bandar Klippa sudah 

Berdasarkan tabel 4.5, untuk belanja Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 

yang termasuk dalam 

100%,  untuk tahun 2018 rasio 

98,21%

2021



 

 

efisiensi terjadi penurunan dar

termasuk dalam kategori 

2019 rasio efisiensi sebesar 

karena berada diantara 

penurunan menjadi sebesar 10

efisien karena masih berada diatas 100% keatas, untuk

sebesar 101%, yang termas

diatas 100%. 

 Untuk anggaran belanja tahun 2017 sampai tahun 2021 me

kenaikandan penurunan, u

efisiensi kinerja keuangan yang ada didesa Bandar Klippa sebagai berikut:

 Rasio efisiensi pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 samp

2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja 

desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui seberapa 

98%

2017

 

efisiensi terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 106

termasuk dalam kategori tidak  efisien karena berada diatas 100%, pada tahun 

2019 rasio efisiensi sebesar 100%, yang termasuk kedalam kategori 

karena berada diantara 90% - 100%,  pada tahun 2020 rasio 

menjadi sebesar 102% yang tetap termasuk kedalam kategori tidak 

efisien karena masih berada diatas 100% keatas, untuk tahun 2021 rasio efisiensi 

%, yang termasuk kedalam kategori masih tidak efisien

Untuk anggaran belanja tahun 2017 sampai tahun 2021 me

kenaikandan penurunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik rasio 

efisiensi kinerja keuangan yang ada didesa Bandar Klippa sebagai berikut:

Gambar Grafik 4.2 

Rasio Efesiensi 

Rasio efisiensi pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 samp

2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja 

desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui seberapa 

106,00%

100%

102%

2018 2019 2020
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106%, tetapi masih  

100%, pada tahun 

termasuk kedalam kategori kurang efisien 

 efisiensi terjadi 

asuk kedalam kategori tidak 

tahun 2021 rasio efisiensi 

efisien karena berada 

Untuk anggaran belanja tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami 

ntuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik rasio 

efisiensi kinerja keuangan yang ada didesa Bandar Klippa sebagai berikut: 

 

Rasio efisiensi pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai dengan 

2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja 

desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui seberapa 

101,00%

2021
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besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan oleh 

pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode tertentu. 

 Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan 

secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semangkin 

besar presentase ekonomis maka kinerja keuangan maka akan semangkin baik 

(Mahsun, 2016). Dan rasio efisiensi yang ada pada desa Bandar Klippa masih 

berada dalam kategori kurang efesien rasio keuangannya. 

 Penyebab masuknya rasio efisiensi ini kedalam kategori kurang efisien 

dikaenakan adanya nilai realisasi belanja yang tidak berbanding dengan realisasi 

pendapatan. Sehingga realisasi belanja dana desa yang ada lebih besar dari 

pendapatan yang terealisasi hal ini menyebabkan secara metode Value For Money 

tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas 

belanja yang telah dikeluarkan. 

 

3. Rasio Efektivitas 

 Berdasarkan tabel 4.6 rasio efektivitas kinerja keuangan desa Bandar 

Klippa selama 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 

2021, untuk tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 100%, yang termasuk dalam 

kategori efektiv karena berada pada 100%,  sedangkan untuk tahun 2018 rasio 

efektivitas masih konsisten yaitu sebesar 100 karena berada di 100%, untuk tahun 

2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,23%, tetapi masih dikategorikan efektif 

karena berada diantar 90%-100%, untuk tahun 2020 terjadi peningkatan yang 

signifikan menjadi sebesar 100% , yang termasuk kedalam kategori efektiv karena 

berada diantara 90% dan 100%, untuk tahun 2021 rasio efektiv masih 



 

 

mempertahankan kefefektivannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam 

kategori efektiv karena berada diantara 90% dan 100%.

 Realisasi pendapatan dari pemerintah Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 sudah diakatakan efektiv jika diukur deng

menggunakan metode value for money dengan presentase 100% hanya saja 

mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 dikarenakan adanya covid

sedikit menghambat pemerintah desa dalam menyalurkan atau merealisasikan 

dana desa tersebut namun masih tetap

jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

 Rasio efektivitas

dengan 2021 mengalami perubahan. Hal

jumlah belanja desa setiap tahunnya.

diketahui seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah 

ditentukan oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh 

periode tertentu. 

100,00%

2017

 

hankan kefefektivannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam 

kategori efektiv karena berada diantara 90% dan 100%. 

Realisasi pendapatan dari pemerintah Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 sudah diakatakan efektiv jika diukur deng

menggunakan metode value for money dengan presentase 100% hanya saja 

mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 dikarenakan adanya covid

sedikit menghambat pemerintah desa dalam menyalurkan atau merealisasikan 

dana desa tersebut namun masih tetap berada pada kategori efektiv, untuk lebih 

dilihat pada grafik dibawah ini: 

Gambar Grafik 4.3 

Rasio Efektivas 

Rasio efektivitas pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai 

dengan 2021 mengalami perubahan. Hal  ini terjadi dikarenakan 

jumlah belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio efektivitas

diketahui seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah 

ditentukan oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh 

100,00%

99,23%

100%

2018 2019 2020
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hankan kefefektivannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam 

Realisasi pendapatan dari pemerintah Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 sudah diakatakan efektiv jika diukur dengan 

menggunakan metode value for money dengan presentase 100% hanya saja 

mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 dikarenakan adanya covid-19 yang 

sedikit menghambat pemerintah desa dalam menyalurkan atau merealisasikan 

berada pada kategori efektiv, untuk lebih 

 

pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai 

ini terjadi dikarenakan perubahan 

Melalui analisis rasio efektivitas dapat 

diketahui seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah 

ditentukan oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh 

100%

2021
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 Melalui analisis rasio efektivitas ini kita dapat mengetahui seberapa besar 

realisasi pendapatan terhadap target seharusnya dicapai oleh periode tertentu, 

dengan dilakukannya penargetan atas realisasi pendapatan ini diharapkan agar 

mendorong kinerja pemerintah desa Bandar Klippa dalam mencapai penerimaan 

pendapatan yang tinggi. 

 Pengukuran kinerja keuangan yang ada pada desa Bandar Klippa dengan 

menggunakan metode value for money sudah termasuk kedalam kategori efektiv 

dengan presentase 100%  ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang ada 

pada desa sudah tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan 

oleh pemerintah desa sudah dikatakan baik. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam pengukuran kinerja keuangan 

pada desa Bandar Klippa dengan menggunakan metode value for money  adalah 

sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang yang diukur dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan 

rasio  efektivitas untuk tahun 2017-2022 menunjukkan kondisi yang cukup 

baik. Untuk rasio ekonomis selama 5 tahun terakhir sudah termasuk kedalam 

kategori ekonomis karena berada pada presentase diantara 90%-100%. 

2.   Pada rasio efisiensi Pemerintah desa Bandar Klippa berada pada kategori tidak 

efisien dengan presentase lebih dari 100% . Penyebab masuknya rasio efisiensi 

ini kedalam kategori kurang efisien dikaenakan adanya nilai realisasi belanja 

yang tidak berbanding dengan realisasi pendapatan. Sehingga realisasi belanja 

dana desa yang ada lebih besar dari pendapatan yang terealisasi hal ini 

menyebabkan secara metode Value For Money tidak dapat menunjukkan 

kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah 

dikeluarkan.. 

3.  Pada rasio efektivitas Pemerintah Desa Bandar Klippa berada pada kategori 

yang cukup efektif dengan presentasi 100%, %  ini menunjukkan bahwa target 

realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai sesuai denga apa yang 

telah direncanakan sebelumnya. 
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5.2. Saran 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

untuk itu berikut adalah beberapa dengan topik yang sama  saran bagi peneliti 

selanjutnya dan pemerintah desa untuk  dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelit an selanjutnya.  

1. Dari kesimpulan diatas untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih 

ekonomis, efisien, dan efektiv ditahun anggran yang akan datang maka 

pemerintah desa Bandar Klippa agar terfokus dalam memperbaiki kinerja 

keuangannya dengan menggunakan rasio ekonomis dan efisiensi sebagai 

acuan, agar dalam proses pelaksanaan tahun anggaran belanja dapat berjalan 

baik dan benar sehingga meminimalkan anggaran yang bersisa dan 

memaksimalkan realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan agar sesuai 

dengan yang direncanakan. 

2.  Penelitian ini juga disarankan agar dalam pengelolaan dana desa lebih 

diperbaiki dan senantiasa menerapkan tertib dan disiplin anggaran untuk 

meningkatkan kinerja keuangan yang ada pada desa Bandar Klippa.  

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel dan teknis 

analisis data serta memperluas sampel penelitian menjadi tingkat kecamatan 

yang tidak hanya satu desa. 

5.3.   Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Hanya mengambil 1 sampel desa dengan melihat laporan APBDes selama 5 

tahun. 
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2. Dalam menilai kinerja keuangan desa hanya menggunakan satu metode yaitu   

metode value for money. 
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DAFTAR WAWANCARA KEPALA DESA 

 
Nama : Suripno, S.H., MH 

Umur : 59 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
 

No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Apakah Kepala Desa menyampaikan 

rencana peraturan tentang APBDes 

kepada BPD? 

Iya, dan itu juga merupakan peraturan 

yang harus ditaati dalam mekanisme 

perencanaan pengelolaan dana desa, 

karena setelah Kepala Desa 

menyampaikan kepada BPD itu harus 

disepakati bersama lagi, dan apabila sudah 

disepakati maka Kepala Desa 

menyampaikan peraturan desa tersebut 

kepada Bupati melalui Camat Percut Sei 

Tuan paling lambat 3 hari sejak disepakati 

untuk dievaluasi. 

2 Apakah masyarakat desa juga 

berperan dalam merencanakan 

kegiatan bersama Pemerintah Desa? 

Iya tentu saja, karena mengikut sertakan 

masyarakat dalam mengambil keputusan 

itu wajib dan itu ada didalam Undang- 

Undang Desa. 

3 Apakah bapak juga melakukan 

pengawasan kepada perangkat desa 

dalam pengelolaan dana desa? 

Dalam hal ini harus, karena sebagai 

Kepala Desa sudah menjadi 

tanggungjawab saya dalam mengawasi 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

perangkat desa apalgi dalam mengelolan 

dana desa yang diperuntukkan untuk 

kepentingan masyarakat desa. 

4 Apakah perangkat desa berperan 

dalam pengelolaan dana desa? 

Jelas berperan, seperti saya misalnya 

sebagai Kepala Desa yang berperan dalam 

penanggungjawab pengelolaan dana desa 

dan menjalankan program-program yang 

sudah disetujui pada musyawarah desa 

bersama dengan masyrakat. 

5 Apakah perangkat desa memberikan 

masukan tentang rancangan APBDes 

kepada kepala desa atau BPD? 

Iya ada, perangkat desa ada juga yang 

memberikan masukan tentang rancangan 

APBDes, tapi masukan lebih banyak dari 

masyarakat, karena masyarakat yang lebih 

tahu kebutuhan dan apa yang mau 

dibangun untuk desa ini. 



 
 

 
 

6 Apakah perangkat desa ikut dalam 

kegiatan pembinaan yang 

Untuk pembinaan yang biasanya 

dilakukan oleh pemerintah kecamatan 



 
 

 
 

 dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kecamatan ataupun Kabupaten? 

biasanya seperti BIMTEK dan yang ikut 

BIMTEK tergantung dari undangannya 

jugak 

7 Apakah dalam menyampaikan 

Laporan Realisasi APBDes pernah 

mengalami keterlambatan? 

Kalau keterlambatan pasti pernah, waktu 

itu ada kendala dimana perangkat desa 

lama memberikan dokumen atau bukti 

atas transaksi dana yang dikeluarkan 

sehingga sekertaris desa terlambat 

melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti 

tersebut yang menyebabkan bendahara 

desa terlambat juga melakukan 

penyusunan atas realisasi dana yang 

terpakai sehingga laporan terlambat untuk 

diserahkan. 

8 Apakah kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati 

setiap akhir tahun? 

Iya, saya menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati melalui camat 

setiap akhir tahun anggaran. 

9 Apakah laporan APBDes yang 

dilaporkan kepada Camat atau Bupati 

selalu bapak yang menyerahkan? 

Tidak, terkadang saya punya kesibukan 

lain saat penyerahan laporan jadi biasanya 

diwakilkan oleh sekertaris desa ataupun 

bendahara desa , intinya saling 

bekerjasama sehingga semua tugas dan 

kewajiban terlaksana dengan baik. 

10 Apakah pemerintah  desa 

menginformasikan Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes kepada Bupati? 

Iya itu pasti, jadi kalau masyarakat ingin 

mengetahui tentang data Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes bisa langsung 

dating ke kantor desa karena pasti akan 

disediakan. 

11 Bagaiamana bentuk 

pertanggungjawaban yang diberikan 

dari desa kepada masyarakat Desa 

Bandar Klippa terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa? 

Bentuk pertanggungjawaban desa kepada 

masyarakat adalah dengan membuat 

papan informasi tentang APBDes yang 

terdapat di Kantor Desa Bandar Klippa. 

12 Apakah Bendahara Desa rutin dan 

tepat waktu dalam melakukan 

pertanggungjawaban atas 

penatausahaan yang dilakukannya? 

Iya, setiap bulannya bendahara desa selalu 

memberikan laporan hasil pengunaan 

anggaran dana desa. 



 
 

 
 

   

13 Apakah Raperdes hanya dibahas oleh 

Kepala Desa dan BPD saja? 

Tentu tidak, karena kita bekerjasama 

untuk kepentingan desa apalagi soal 

keputusan yang menyangkut banyak 

hidup oranglain. 

14 Dalam mensahkan RAB dan SPP 

yang telah diverifikasi oleh Sekdes, 

apakah bapak hanya mensahkan saja 

atau memeriksa kembali? 

Setelah selesai dilakukan verifikasi oleh 

sekertaris desa saya langsung 

menandatangani, lalu ketika laporan ke 

kecamatan untuk diverifikasi lagi kalau 

sudah benar baru kita ajukan kepada 

Bupati. 

15 Apakah tahap pelaporan ini Kepala 

desa menyampaikan laporan APBDes 

kepada Bupati? 

Iya, karena itu adalah bukti atau bentuk 

pertanggungjawaban yang wajib 

diserahkan kepada Bupati , seperti laporan 

semester pertama dan laporan semester 

akhir tahun. 



 
 

 
 

 

DAFTAR WAWANCARA SEKERTARIS DESA 

 
Nama : Sumini 

Umur : 59 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 
 

No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Apakah dalam penyusunan Raperdes 

APBDes ibu lakukan sendiri? 

Iya, saya sendiri yang menyusunnya 

karena itulah salah satu tugas saya sebagai 

sekertaris desa. 

2 Apakah ibu melakukan pengendalian 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam APBDes? 

Iya, tugas saya memonitoring setiap 

kegiatan yang sudah disepakati dalam 

musyawarah desa. 

3 Apakah ibu melakukan verifikasi 

terhadap bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDes? 

Tentu saja, setiap adanya transaksi yang 

keluar saya harus mengetahuinya. 

4 Bagaimana peran dalam mengelola 

dana desa? 

Semua anggaran dana desa yang ada, saya 

tugasnya menilai, mengoreksi serta 

memverifikasi apakah kegiatan yang telah 

diusulkan oleh kaur-kaur dan penggunaan 

dana lainnya. Kita ada tim yang namanya 

tim pengelolaan keuangan desa yang 

dimana saya menjadi ketua tim itu. 

5 Bagaimana peran ibu dalam tahapan 

perencanaan? 

Kalau dalam perencanaan itu saya 

bertugas merekap dan mengkoreksi 

apakah dari rencana-rencana yang ada itu 

sesuai dengan RPJMdes dan tepat guna 

itulah sekdes yang mengelola. 

6 Bagaimana peran ibu dalam 

pelaksanaannya? 

Sekdes itu hanya memonitoring atau 

mengawasi apabila ada kegiatan 

7 Apakah dalam penatausahaan 

pengelolaan dana desa ibu juga 

terlibat? 

Sekdes memverifikasi semua bukti 

transaksi, selain kwitansi itu ditanda 

tangani Kepala Desa dan bendahara desa , 

sekdes juga ikut mengetahui transaksi itu. 

8 Dalam pembuatan laporan realisasi 

ibu juga berperan? 

Sebetulnya dalam pelaporan itu bendahara 

yang buat, namun di desa Bandar Klippa 

ini sekdes dan bendahara desa bekerja 

sama. 



 
 

 
 

 

DAFTAR WAWANCARA BENDAHARA DESA 

 
Nama : Triono 

Umur : 59 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
 

No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Bagaimana peran bapak dalam 

pengelolaan dana desa? 

Peran bendahara desa itu begitu dana desa 

turun bendahara itu tugasnya membagi-bagi 

dana itu. Misalnya ada pembangunan, kan ada 

tuh kaur pembangunan, bendahara itu 

tugasanya memfasilitasi kepada kaur 

pembangunan, kaur pemerintahan dan kaur 

umum untuk mengeluarkan dana desa untuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan itu. 

2 Apakah bendahara yang membuat 

RAB(Rencana Anggaran Biaya? 

Tidak, yang membuat rencana anggaran biaya 

adalah pelaksana kegiatan yang ingin 

mencairkan dana desa. 

3 Apakah bentuk tanggungjawaban 

desa kepada masyarakat tentang 

dana desa? 

Dengan menyediakan papan informasi 

mengenai laporan pertanggungjawaban 

reaslisasi pelaksanaan APBDes. 

4 Apakah bapak melakukan tutup 

buku setiap bulannya? 

Kalau tutup buku itu tidak bisa dilakukan 

setiap bulannya dikarenakan dana desa kan 

turunnya secara bertahap, jadi setelah tahap 

pertama habis disitulah baru melaksanakan 

tutup buku. Misalnya ada dana lebih itu kita 

kembalikan ke rekening kas desa. 

5 Apakah bapak pernah ikut dalam 

kegiatan pembinaan yang 

dilakukan oleh pemerintah 

kecamatan atau Kabupaten? 

Pembinaan untuk bendahara itu memang ada 

tapi dia berbentuk pengarahan-pengarahan 

mengenai pengisian siskudes dan pengarahan 

tentang pajak. 

6 Apakah bapak memberikan 

masukan tentang Raperdes 

kepada Kepala Desa? 

Iya, ketika saya mempunyai ide saya akan 

memberikan masukan dengan tidak memaksa 

ide saya harus diterima karena semua itu 

kembali kesepakatan bersama. 

7 Apakah bapak menyusun laporan 

realisasi pelaksanaan APBDes 

dan laporan pertanggungjawaban 

realisasi? 

Iya benar, saya menyusun laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes dan laporan 

pertanggungjawabannya dibantu oleh 

sekertaris desa. 



 
 

 
 

   

8 Apakah bapak melakukan 

pelaporan pertanggungjawaban 

atas penatausahaan? 

Iya, biasanya Kepala Desa itu mintaknya 

perbulan berapa dana yang sudah dikeluarkan 

dan kemana saja dan kadang kepala desa yang 

Tanya deluan kepada saya. 
 
 

 

DAFTAR WAWANCARA KAUR PEMERINTAH 

 
Nama : Julmawani 

Umur : 45 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 
 

No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Apakah ibu berperan 

pelaksanaan APBDes? 

dalam Saya itu berperan dalam pemberdayaan 

masyarakat sebagai pelaksana kegiatan 

2 Apakah ibu berperan 

perencanaan dana desa? 

dalam Saya ikut dalam musyawarah desa yang 

akan menentukan kegiatan apa yang akan 

kita lakukan. 

3 Apakah ibu memberikan masukan 

Raperdes kepada Kepala Desa? 

Yahh, kalau 

musyawarah. 

masukan pasti ada saat 

4 Apakah bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa kepada masyarakat? 

Yang ada dipapan informasi dikantor desa 

dan plang ditempat adanya pembangunan. 



 
 

 
 

DAFTAR WAWANCARA KAUR PEMBANGUNAN 

 
Nama : Budi Sutikno 

Umur : 40 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
 

No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Apakah bapak pernah mengikuti 

pelatihan pembinaan yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten? 

Kalau untuk kaur pembangunan belum 

ada. 

2 Apakah rencana pembangunan yang 

ada di RAB dan desain itu bapak 

yang membuat? 

Untuk itu kita ada insinyurnya sendiri 

bantuan dari kecamtan dan dibantu 

sekertaris desa 

3 Apakah bapak memberikan masukan 

dalam Raperdes kepada kepala 

desa? 

Ada tetapi yang lebih banyak memberikan 

ide ide dan masukan itu yah tetap 

masyarakat. 

4 Apakah pertanggungjawaban yang 

bapak berikan sebagai kaur 

pembangunan? 

Ada berupa bukti buku catatan dan 

dokumentasi untuk dilaporan kepada 

kepada Kepala Desa 

5 Apakah dalam merencanakan 

pembangunan, daftar perencanaan 

itu bapak lakukan sendiri? 

Saya dalam pengelaan dana desa ini hanya 

sebatas tim pelaksana kegiatan saja. Kalau 

untuk rancangan pembangunan itu dibuat 

oleh tenaga ahli dari bantuan dan 

pendamping desa dari kecamatan. 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA KAUR UMUM 

 
Nama : Saring 

Umur : 41 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
 

No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Bagaimana peran bapak dalam 

pengelolaan dana desa? 

Saya hanya dibagian penyelenggara 

pemerintahannya saja kalau untuk dana 

desa, seperti pengajuan ATK, computer 

dan infokus pengajuan perbaikan 

pembangunan kantor desa sama fasilitas- 

fasilitas untuk penyelenggaraan 

pemerintahan itu saya yang mengajukan 

saat musyawarah desa. 

2 Apakah bapak memberikan masukan 

Raperdes kepada Kepala Desa? 

Ada, tapi ide ide lebih banyak diberikan 

oleh masyarakat. 

3 Apakah bentuk pertanggungjawaban 

desa kepada masyarakat? 

Kalau pada saat ada pembangunan kita ada 

plang di lokasi dan kalau masyarakat mau 

yang lebih jelasnya bisa dating ke kantor 

desa saja. 

4 Apakah bapak berperan dalam 

pelaksanaan APBDes? 

Saya dibagian penyelenggara pemerintahan 

saja seperti surat masuk dan surat keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR WAWANCARA KEPALA DUSUN 

 
Nama : M. Asrik 

Umur : 44 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 
No Pertanyaan Jawaban/Alasan 

1 Siapa yang menyusun RAB? Yang menyusun itu   yah   Kepala   
Desa 

bersama sekertaris desa. 
2 Apakah bentuk pertanggungjawaban 

kepada masyarakat? 

Data tentang pengunnan dana adanya 

dilapangan kalau masyarakat mau tau 

tentang dana itu kemana saja 

masyarakat bisa dating kelapangan 

atau ke kantor desa kan gakmungkin 

dicetak banyak-banyak 

terus dibagikan perorang. 
3 Apakah ada program untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat? 

Kalau untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat yah melalui pelatihan ibu-

ibu PKK, masih ada rencana membuat 

seperti peternakan, tapi belum bisa 

dibuat karena 

keterbatasan lahan kita. 
4 Apakah bapak melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan 

pembangunan? 

Tugas saya itu dilapangan untuk 

mengawasi para pekerja pada saat 

melaksanakan pembangunan desa. 

5 Apakah bapak ada memberikan 

masukan pada saat Raperdes kepada 

Kepala Desa ? 

Yahh saya ada memberikan masukan 

saat Musrenbag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 


